
 
 
 
 
 
 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR  45  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 18           
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN                        

PENGELOLAAN DANA DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan 
belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang aman efisien, manfaat dan akuntabel serta 
untuk mencegah keterlambatan penyaluran Dana Desa 
kepada Pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran 
Dan Pengelolaan Dana Desa, perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950  tentang  
Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang  Nomor  23   Tahun  2014   tentang 
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 
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12. Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019 
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor  6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 
Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
478); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 172); 

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 236); 

20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 
Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 18 TAHUN 2017 
TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN 
DANA DESA. 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 9A Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan 
Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 
Nomor 18) yang telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Bupati : 

a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dan 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2); 

b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11); 

diubah sebagai berikut : 

Pasal 9A 
 

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana 
Desa, Kepala  Desa  mengajukan  permohonan  
penyaluran  Dana  Desa Tahap III kepada Bupati Cq. 
Kepala BKD melalui Kepala Dinas PMD dengan diketahui 
Camat, dengan dilampiri: 

a. rencana penggunaan Dana Desa; 

b. foto copy RKD pada bank yang ditunjuk;  

c. foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; 

d. laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa sampai dengan tahap II; dan 

e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Bendahara Desa. 

(2) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II 
secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke 
RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen 
persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai 
APB Desa; dan  

b. tahap III berupa:  

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan  

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa sampai dengan tahap II. 
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(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output 
menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen).  

(4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dan huruf e dan ayat (2) huruf b dihitung 
berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari 
seluruh kegiatan. 

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 
kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, 
cara pengadaan, dan capaian output. 

(6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, 
kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data 
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 
kementerian negara/lembaga terkait. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 
Ditetapkan di  Sukoharjo 
pada tanggal 20 September 2019 
 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

              ttd 

 

WARDOYO WIJAYA 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal   20 September 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO, 

ttd 

AGUS SANTOSA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2019 NOMOR 45 

 

 


